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SIARAN PERS

UU Penanganan Covid-19 digugat

Jakarta, 18 Juni 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang
Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi
Undang-Undang (UU Covid-19) pada Kamis (17/06), pukul 13.00 WIB dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII1/2020 yang diajukan
oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri, Desiana Samosir, Muhammad Maulana dan
Syamsuddin Alimsyah serta nomor perkara 38/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang
Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia
(KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
(LP3HI) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).

Pemohon perkara 37/PUU-XVIII/2020 merasa bahwa di masa darurat kesehatan
masyarakat seperti ini kontrol lembaga legislative terhadap lembaga eksekutif
seharusnya diperkuat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
darurat. Mekanisme pengawasan dan kontrol tersebut juga dibutuhkan dalam
penyusunan dan pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam APBN.

Selain itu, Pemohon juga menyoroti Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 UU Covid-19
yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menggunakan dana
yang bersumber dari dana abadi pendidikan untuk penanganan pandemi Covid-19
sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam petitumnya, Pemohon perkara 37/PUU-XVIII/2020 meminta Mahkamah
Menyatakan Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b,
Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta
Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
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Pemohon Perkara 38/PUU-XVIII/2020 mendalilkan pemberlakuan Pasal 27 UU
Covid-19 menjadikan penguasa atau pejabat yang disebut seperti KSSK akan
menjadi kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana maupun
PTUN dan akan menjadikan penguasa/pejabat menjadi manusia setengah dewa,
otoriter, tidak demokratis dan dijamin tidak khilaf atau salah apapun.

Dalam Petitumnya, Pemohon Perkara 38/PUU-XVIII/2020 meminta Mahkamah
menyatakan UU Covid-19 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C
Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon:
08121017130 (Humas MK)


http://www.mkri.id/

